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GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

KEFUTUGAN GUBERNUR XKEPALA DAERAH TINGEAT I LAMPLNG
MHOMOR =z 17 TaHUN 197&.

TENTANG

PERATURAN PEMAKAIAN DAN PEMELIHARAAN KENDARAAN BERMOTOR
DAERAH UNTUK KEFENTINGAN DINAS YANG PEMBIAYAGNNYA
DIBEBANKAN FPADA ANGGARAN PENDAFPATAN DAN BELAMIA
DAERAH (APBRD} FPROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG -
TAHUN ANGGARAN 1995 /7 1997. '

BUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

kepentingan Dinas yang Pembiavaannya dibebankan pada APED.
Propinsi Daerah Tingkat I lampung.

bahwa dalam rangksa pelaksanaan ketenfuan_pazal 1 ayat (2)
Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1983, tentang FPenghapusan
FPenvediaan Kendaraan Perprangan Dinas jo pasal- 1 avat {2

Keputusan Menteri Keuangan MNomor @ Z15/7EME/01I1/719HE, tentang

Tata Cara Penjuslan Kendaraan Perorangan Dinas milik Negara,
dipandang periu untuk meninjan kembali ¥Feputusan BGubernur

Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor : G/183/R. XII!HKKE?QE_

tanggal 2& odpril 1995 dan Nomor @ G/5344/B.XIIJHKZ1995 0 tang—

gal 9 Nopembsr 1925 dan menetzpkankembali ketentuan tentang

Keputusan Bubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung  tanggal |

26 April 1995 Momor G/IB3/B.XIIJHK/1995 dan  tanggal 2

Nopember 1995 MNomor @ G/5S44/B.XII/HK/1995, tentang Peraturani”
Pemakaian dan Femeliharaan Kendaraan Bermotor Dasrah untuk

Pemakaian dan Pemeliharsan Kendaraan milik Eaefah’ untuk -

kepentingan Dinas yang pembiavaannva dibebankan kepada _HPBQ.

Pemerintah Propinsi Dasrah Tingkat I Lampung Tahun ﬁnggaran
IF96/1997 dengan Keputusan Gubernur Espala Dasrah Tlnqkat 1
Lampung .

1. Undang—undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok — . pokok
FPemerintahen di Daerah 3 S

2. uUndang—undang Nomor 14 Tabun 19464, teﬁtang' Pehbentukah'

Baerah Tingkat I Lampung ;

san Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;-

4. Peraturan FPemerintah Nomar & Tahun 1975, tentang Cara

FPenvusunan AFBD, Pelaksanaan Tata Usaha VEUangan - Daerah
dmn Fenvusunan Perhitungan AFPBD 3 o

hapusan FPenvediaan Kendaraan Ferorangan Dinas

sl

6. Keputusan HMenteri ¥euangan RI. HNomor 21S/KMK/011/1983,
tentang Cara Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas  milik
Megars : ' :

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1973, tentang Penguru— .

5. Keputusan Presiden RI. Nomor S Tahun 1983, te ta“g Feng— -
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8.
Surat Menteri Dalam MNogeri Nomor F037367/7FUDD tangogal 30
danuari 1795, perihal FPedoman Penvusunan AFED Tabhun Anggaran
IP9571595.

MEMUTUSKAN
FERATURAN PEMAKSIAN DaN  PEMELIHARAAN KEMNDARAAN HERMOTOR
MILIK DA&ERAH  UMNTUK EEPENTIMNGAN DINMAS  YANG FEMBIAYOONNYS
DIBERAMEAN FPADS  ANGEARAN PENDAFATAM  DAN  BELANIS DAERAOH
TIMGEAT I LAMPUNG TAHUN ONGBARAN 19967/15%7.

Fasal 1

¥Yang dimaksud dengan Kendarasn Bermotor milik Daersh  dalam
Surat Feputusan ini  adalah kKendarasn Bermotor milik
Dasrah/Pusat vang dipergunakan cieh semerintah Propinsi
Daerah Tingkat I Lampung, sebagaimana tercantum dalam lampi-
ran I Keputusan ini vang pembiayaannya dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belania Daerah Propinsi  Dasrah
Tingkat I Lampung.
Pasal 2
Fendairaan Eermaiﬁr . sebagaimana dimaksud pada pasal 1 Keputu~
san ini adalah Eﬁddraﬁn bermotor Dinas sekagsimans dim nd
dalam pasal 1 avat {2} Keputusan  Menteri Keuangan Hamgr
ISAEFE /DI AI98T vaitu
&. Kendaraan antar is mpat pegawai jenis

vakni rkgndaraan
sesuai dengan ketentuan vang berlaku

Operasiconal vaitu :

1. Hendaraan Khusus bukan penumpang

wHu

vang hergerak atas perintah.

bermotor ssbagaimana dimaksud dalam - Keputua-—

jemput Pegawsi :



1} Kendaraan Khusus bukan penumpang :

- Kendaraan jenis Fick Up.

2} Kendaraan vang bergerak atas perintah :

y
o

- Kendaraan jenis Jeep.

— ¥endaraan jenis Sedan.

1) ¥endara3n seshagaimana dimak=sud pada zpasal 3 Kepuiusan
ini, merupaskan kendaraan Pool dan harus testap berada di

= 3
Focl pads Dinas 7/ Instansi ;ann hersanghkutan

AR

s perintah

2} Pemakaian “E:”dradn bermotor tersebut hanvas ata
dan pers 3 fepala Dinas 7/ Instansi vang bersangkutan
atau Peiabat vang dituniuvk sesbagai penanggung Jawab
kendaraan Pool s

3} Biava—bisva exploitasi, perawvatanspemeliharzan dan Regis-
trasi serts biava lainnya ditetapkan sebagaimana tercan—
tum  dalam lampiran I Keputusan ini  dengan  ketentuan
Babuw untuk kendaraan Operasional bkiaya  bahan  bakar

= i

] bizy

disesuaikan dengan Jjarak penggunaan vang diperlukan
¥ AT

4} Biavs o dimaksud pada avyat {3) pasal ini, adalah bBiava
maksimum dalam 1 {satu) Tahun fAnggaran.
Pasal &
Fenvimpangan dari ketentuan vang diatur dalam pasal 4 2 ayat
{3} Feputusan ini, harus dengan persetujuan Gubernur  Kepala
Dasrah Tingkat I Lampung.

Setiap KEepzala Dinassinstansi ditunjuk sebagai Peizbat vyang
bertanggung Jawab dalam pengslolaan Kendaraan Dinas Pool
cehagaimana dimaksud dalam Keputusan ini dan berkewa—-jiban
MENYAMPAIEAN LAFPDRAN hepada Subernur Eepala Daerabh Tingkat 1
Lampung Eg. Biro Perlengkapan Seitwilda Tingkat I Lampung.
Mangenai Penggunaan dana kendaraan dan Pemakaian Eendaraan
Fer—DIGIT dalam setzaﬁ ABKHIE TRIWULAN dan laporan jumlah
biava =ssluruhnva pads 31 Maret Triwwnilan terakhir Tahun
Amggaran vang bersangkutan.
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Dengar berlakunva Fnﬂutusén ini, maka FKeputusan Gubesrnur
Kepala Dasrah Tingkat I Lampung Nomor @ SAI8EFB.XIIAHEAIDPZG
tanggal 2& Spril 1995 dan Nomor @ G/S34/BLXII/HE/L995 tang—
gal 7 Mopesmber 19753, tentang FPeraturan Femakaian dan FPemeli-
haraan Kendarzan Bermotor Dasrah untuk  kepsntingan  Dinas
vang pembiavaannya dibebankan pada A&FBD Propinsil  Daerah
Tingkat I Lampung, dinvatakan tidak ber

iy

Fa=zal

Feputusan ini mulai berlaku seijak tanggsl 1 April 1996
dengan ketentuan apabila dikemudian hari tsrnvata terdapat
kekeliruan dalam Keputusan ini  akan diadakan pembetulan
sehagaimana mesti

Ditetapkan di : Tedlilkbetung.
Pada tanggal = pril 1794.
ag ]

KEFAL FIMNGEAT I LAMPUNG,

BUBERMUR

HMEUSAN @ disampaikan kepada
Badan Pemeriksa Keuangan d
Menteri Dalam Megeri di Jakarts.
Dirjen PUOD di Jdakarta.
Sekijen Departemsn Dalam Ne
Sekjen Departemen Keuangan
Ketua DFED Propinsi Dati Lampung di Telukbetung.
JInspektur Wilayah Propinsi Lampung di Telukbetung.

Fara Assisten Sekwilda Tk.I lampurg di Tﬂ;!ubaaang
“Para Kepala Dinas Dati Lampung.
'B' EPEi BPE k.I Lampuﬁg i Telukbstung.
Kdh., Tk.l1l se~-Fropinsi Lampun

———— ﬁimpunan feputusan ——————— ——
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